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KPK: Ada Indikasi Dana Siluman

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemberantasan
Korupsi melihat adanya indikasi "anggaran siluman”
dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi DKI Jakarta. Di lapangan, sejumlah
pihak di wilayah DKI membantah telah mengajukan
usulan anggaran yang ada di RAPBD tersebut.

Pandangan KPK itu disampai-
kan Pelaksana Tugas Wakil Ketua
KPK Johan Budi seusai mene-
rima Gubernur DKI Basuki Tja-
haja Purnama di kantor KPK,
Jakarta, Jumat (27/2).

Basuki dan sejumlah anggota
stafnya mendatangi KPK untuk
menyerahkan sejumlah .doku-
men dan berkas-berkas yang ia
sebut sebagai bukti adanya "dana
siliman” dalam APBD DKI Ja-
karta dari tahun 2012 hingga
2015. Gubernur diterima pim-
pinan KPK, termasuk Plt Ketua
KPK Taufiequrachman Ruki.

Menurut Johan, dari paparan
informasi yang disampaikan Ba-
suki ke KPK, memang ada in-
dikasi dana siluman dalam APBED
DKI. "Dari gambar yang bisa di-
simpulkan Pak Ahok dan jajaran,
ada indikasi adanya” dana silu-
man,” ujar Johan.

Sebelum ke KPK, Gubernur

‘Basuki juga datang ke Istana

Merdeka untuk melaporkan per-
kembangan situasi terakhir ter-
kait dengan penggunaan hak ang-
ket DPRD DKI Jakarta kepada
Presiden Joko Widodo.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, semua anggota DPRD DKT
menyetujui penggunaan hak ang-
ket, Kamis, untuk menyelidiki
dugaan pelanggaran aturan yang
dilakukan Basuki terkait pene-

~ tapan RAPBD 2015 ke Kemen-

terian Dalam Negeri.

Menurut Basuki, Presiden
mendukung penerapan sistem
belanja elektronik (e-budgeting)
untuk menghindari kebocoran
penggunaan APBD. “Presiden te-
tap menginginkan agar sistem itu
dijalankan. Dengan model itu,
efisiensi anggaran dapat diken-

dalikan,” kata Basuki, seusai ber-

temu Presiden.
Seusai bertemu . pimpinan
KPK, Basuki menyatakan, "ang-

(garan siluman” itu tidak hanya

ada di APBD DKI Jakarta 2015,

Sub Bagian Humas

tetapi tahun 2012-2015. Dana si-

‘luman paling banyak ada pada

APBD 2014 dan 2015.

Basuki mencontohkan kasus
APBD 2014 terkait proyek peng-
adaan alat catu daya listrik ca-
dangan (uninterruptible power
supply/UPS). untuk sejumlah se-
Lkolah di Jakarta Barat. Dari re-
kapitulasi lelang, ada 25 proyek
pengadaan UPS yang rata-rata
berharga Rp 5,8 miliar per proyek
dengan ftotal anggaran Rp 1457
miliar. Proyek serupa ditemukan
di Jakarta Pusat, Jakarta Timur,
dan Jakarta Selatan.

Proyek serupa, yakni pengada-
an UPS. dan berbagai perleng-

 kapan sekolah yang bernilai mi-
| liaran rupiah, kembali muncul di

rancangan APBD 2015 yang di-
ajukan DPRD. :

Tidak mengajukan

Para pejabat di sejumlah se-
kolah yang menjadi lokasi proyek
pengadaan  tersebut, baik di
APBD 2014 maupun rancangan
APBD 2015, mengaku tak pernah
mengajukan barang-barang yang
terdapat dalam proyek itu.

Salah satu sekolah yang di-
sebut akan menerima UPS senilai
Rp 6 miliar dalam rancangan
APBD 2015 adalah SMP Negeri
4] di Pasar Minggu, Jakarta Se-
latan. Namun, saat ditemui Kom-

* pas, Kepala SMP Negeri 41 Af-

risyaf Amir mengatakan tak per-
nah mengajukan anggaran peng-
adaan UPS.

Menurut dia, selama ini bukan
pihak sekolah yang menentukan
anggaran dan pengadaan alat be-
lajar. ”Sekolah hanya menerima
kiriman alat belajar dari Dinas
Pendidikan,” ujarnya.

Sumarna, Kepala Humas SMA
Negeri 78 Jakarta Barat, yang
menerima perangkat UPS senilai
Rp 5,826 miliar tahun lalu, me-
nambahkan, sekolahnya sebenar-
nya lebih membutuhkan penam-

bahan daya listrik daripada UPS.

Anas Rosich, Kepala SMK Ne- |

geri 26 Jakarta Timur, yang di-

kenal dengan sebutan STM Pem--

bangunan, juga mengalu tak per-
nah mengusulkan pengadaan
perangkat sains bidang teknologi
rekayasa senilai Rp 3 miliar.

Di Jakarta Utara, Kepala Suku
Dinas Pendidikan Wilayah I
Mustafa Kemal mengaku pernah
menandatangani surat penolak-
an terkait adanya mata anggaran
siluman. Hal itu karena pihaknya
tak pernah mengusulkan adanya
pengajuan peralatan, tetapi tiba-
tiba ada dalam perencanaan.

Selain tidak sesuai dengan ke-
putuhan utama sekolah, nilai
pengadaan berbagai peralatan itu
juga menmnculkan pertanyaan.

»Dengan anggaran Rp 5,7 mi-

liar-Rp 5,8 miliar tiap sekolah ini
sebenarnya bisa dipakai untuk
membuat listrik tenaga surya
berkapasitas puncak 400000
watt. Daya ini sangat berlebih
dan sisanya masih bisa dijual ke
PLN. Jadi, sekolah bisa gratis
menggunakan listrik dan masih
dapat pemasukan,” ungkap prak-
tisi pembangkit listrik tenaga
surya Bambang Sumaryo Hadi,
Jumat. ‘

Di tengah polemik dan kon-
troversi ini, panitia hak angket
DPRD DKI mulai bekerja setelah
surat keputusan pengangkatan
panitia, yang terdiri atas 33 orang
dari sembilan fraksi, terbit.

Wakil Gubernur DKI Jakarta
Djarot Saiful Hidayat menga-
takan, eksekutif siap meladeni
penyelidikan DPRD DKI. Dia
pun menyatakan tetap santai dan
tetap fokus bekerja, sementara
hak angket berjalan. i
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